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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian diatas maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diberikan 

oleh penulis guna mendukung kemajuan program pemberdayaan masyarakat di desa bohulo, 

kecamatan biau, kabupaten gorontalo utara antara lain  

1. Kapala Desa menjalankan tugas dan fungsinyadalam program pemberdayaan 

masyarakat berupa kelompok usaha bersama, usaha kecil menengah, pemberian 

bantuan sosial ternak. sesuai peraturan dan perundang-undangan yang sudah 

ditetapkan oleh Negara, guna tercapainya pemerintahan yang baik atas prakarsa 

masyarakat; 

2.  Kepala Desa dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelompok usaha 

bersama, usaha kecil menengah, pemberian bantuan sosial ternak dengan baik dan 

tidak penuh keragu-raguan. Kepala Desa harus memiliki sifat antara lain, penuh 

semangat berjuang, tegas dan bijaksana, bertanggung jawab, penuh inisiatif dengan 

daya cipta/kreatif, dan disiplin. Adapun permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu 

masih belum optimalnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang akan 

disejahterakan; 

3. Implementasi tanggung jawab Kepala Desa yaitu meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat secara bersuwadaya dan  
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gotong royong guna menerapkan kelompok usaha bersama, usaha kecil menengah, 

pemeberian bantuan sosial ternak demi kemajuan masyarakat; 

4. Implementasi tanggung jawab Kepala Desa mampu menggali dan memamfaatkan 

sumber daya manusia yang tidak berdaya menjadi berdaya. Upaya yang dilakukan 

kepala desa adalah menyediakan pemberdayaan masyarakat serta dengan adanya 

pembekalan yang penuh ketegasan demi kepentingan masyarakat dan pemerintahan.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran antara lain : 

1. Perlu ditingkatkan penyusunan kegiatan berupa program pemberdayaan masyarakat, 

agar masyarakat dapat terlibat aktif dan berdaya guna;  

2. Dalam pemerintahan, kepala desa melakukan penyusunan untuk menerapkan 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan permasalahan dilapangan;  

3. Perlu adanya dukungan dan keterlibatan pemerintahan daerah kabupaten serta 

kecamatan dalam memberi kepelatihan kepada kepala desa agar kepala desa dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pemberdayaan sehingga dapat berjalan 

dengan optimal;  

4. Menggali dan memamfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk kepentingan 

pembangunan didesa atas prakarsa masyarakat demi  
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mewujudkan kesejahteraan. Agar masyarakat berdaya sesuai harapan pemerintahan dan 

berkenyataan. Potensi pemberdayaan masyarakat desa sebagai acuan pemerintahan untuk 

kesejahteraan masyarakat.  
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